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Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang memiliki peluang bagi terciptanya perubahan 
masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan spiritual keagamaan 
masyarakatnya. Peluang ini juga sekaligus akan menjadi bagian terpenting bagi masa depan 
generasi muda yang penuh harapan. Generasi muda yang tangguh menjadi tumpuan untuk memiliki 
kompetensi berpikir dan mencari konsep-konsep baru bagi bangsa, negeri, dan masyarakatnya 
sehingga nilai-nilai masyarakat tetap terjaga seperti yang digariskan di dalam Pancasila dan UUD 
1945, yakni berperi kemanusiaan, mencintai kemerdekaan, dan terus membangun masyarakat 
yang adil dan beradab serta menghormati hak-hak dan kebebasan manusia.  
Salah satu komponen penting bagi terciptanya kecerdasaan bangsa adalah buku. 
Keberaksaraan, budaya baca-tulis, kompetensi berpikir, dan kecerdasan rohani akan tumbuh 
melalui buku. Buku diyakini dapat menjalankan peran tersebut. Keyakinan ini didasari oleh 
pemikiran bahwa buku merupakan senjata yang kukuh dan berdaya hebat untuk melakukan 
serangan maupun pertahanan terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan dalam nilai-nilai 
manusia dan kemasyarakatan. Inilah perubahan yang harus dilakukan, yakni perubahan untuk 
menegakkan nilai-nilai, menjelaskan agar dapat tumbuh dalam diri anggota-anggota masyarakat 
kita bagaimana manusia merdeka itu seharusnya memikirkan nasib manusia lain seperti dia 
memikirkan nasibnya sendiri dan hak-hak kemanusiaan dirinya.  
Sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 
Tahun 2003 Pasal 4 (5) bahwa untuk mencerdaskan bangsa dilakukan melalui pengembangan 
budaya baca, tulis, dan hitung bagi segenap warga masyarakat. Amanat ini menjadi sangat penting 
untuk diimplementasikan agar masyarakat belajar sepanjang hayat dapat diwujudkan. 
Pengimplementasian ini akan terjadi manakala buku sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk 
menciptakan masyarakat memiliki kebutuhan akan buku, melek aksara harus terus diciptakan. 
Bangsa-bangsa di dunia telah menyadarinya sehingga lahir kesepakatan Dakar  dalam  Global 
Monitoring Report 2006 tentang Literacy for Life (UNESCO, 2006) bahwa keberaksaraan 
merupakan hak seluruh umat manusia tidak hanya karena alasan moral, tetapi juga untuk 
menghindari hilangnya potensi manusia dan kapasitas ekonomi. Keberaksaraan saat ini menjadi 
sangat penting karena munculnya masyarakat yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.  
Sejalan dengan pemikiran tersebut, peran dan kedudukan buku juga akan menjadi landasan 
yang kuat bagi terealisasikannya Visi Indonesia 2030. Ada empat pencapaian di dalam Visi 
Indonesia 2030, yakni masuk dalam lima besar ekonomi dunia, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia 
akan masuk dalam daftar 500 perusahaan besar dunia, pengelolaan alam yang berkelanjutan, dan 
terwujudnya kualitas hidup modern yang merata. 
Dengan melihat fakta saat ini upaya untuk mencapai Visi Indonesia 2030 tanpa didukung 
sumber daya manusia yang tangguh serta sarana dan prasarana yang memadai amatlah sulit. 
Apalagi hingga saat ini Indonesia belum termasuk ke dalam 10 besar ekonomi dunia. Bahkan, 
menurut prediksi IMF (2006) pada tahun 2040 Indonesia belum juga masuk kedalam 10 besar 
ekonomi dunia. Salah satu penyebabnya adalah sistem pendidikan kita tanpa buku (Soedjiarto, 
2008:20-21). Artinya, manusia yang bermoral, berdisiplin, beretos kerja tinggi, dan mampu 
menguasai dan menerapkan ipteks dan demokratisasi serta bertanggung jawab tidak dapat 
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dilahirkan oleh sistem pendidikan tanpa buku. Hal senada juga disampaikan oleh Damhauser 
(2019) bahwa kekhawatiran di era insustri 4.0 adalah melemahnya budaya baca dan budaya buku 
masyarakat. Pendidikan yang demikian tidak akan dapat diharapkan untuk dapat menunjang 
pembangunan bangsa, melainkan sebaliknya, yakni akan melahirkan masalah-masalah baru, 
seperti unprepared and unskilled educated young. Hal yang sama disimpulkan oleh F. Harbinson dan 
C.A. Myers pada tahun 1965 melalui bukunya Manpower and Education belum disadari sepenuhnya, 
yakni ”Bila suatu negara tidak dapat mengembangkan sumber daya manusianya, negara itu tidak 
akan dapat mengembangkan apapun, baik sistem politik yang modern, rasa kesatuan bangsa, 
maupun kemakmuran” benar adanya. Para pemimpin negara-negara seperti Malaysia, Singapura, 
Taiwan, Korea Selatan, India, dan China betul-betul meletakkan fondasi pendidikan (dengan buku 
sebagai komponen utama) sebagai dasar pembangunan di abad ke-21 ini. China telah menempati 
urutan keempat besar ekonomi dunia (IMF, 2006). Bahkan, China pada tahun 2040 diperkirakan 
akan menempati urutan pertama ekonomi dunia dan India pada urutan ketiga besar dunia (IMF, 
2006). Prediksi IMF di 2006 semakin mendekati kenyataan, bahkan bisa meraihnya lebih cepat lagi 
karena posisi China saat ini sudah bertengger di posisi ke-2 setelah AS (IMF, 2019).  
Para ahli bersepakat bahwa faktor utama yang menjadikan suatu bangsa menjadi besar 
adalah sumber daya manusia yang unggul. Fondasi utama keunggulan sumber daya manusia adalah 
manusia yang berpengetahuan sehingga mampu menjadi manusia yang bermoral, berdisiplin, 
beretos kerja tinggi, dan mampu menguasai dan menerapkan ipteks dan demokratisasi serta 
bertanggung jawab. Kesepakatan berikutnya adalah menjadikan pendidikan sebagai media untuk 
melahirkan manusia unggul dengan sistem pendidikan berbasis buku.  
Sayangnya “cap” minat baca dan budaya buku masyarakat Indonesia yang rendah terlanjur 
melekat dalam fenomena internasional. Hasil survei UNESCO tahun 2012 mencatat minat baca di 
Indonesia terendah di Asia Tenggara. Menurut badan itu, indeks minat membaca Indonesia baru 
0,001, dalam arti dari 1.000 orang hanya 1 orang yang punya minat membaca. Program for 
International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Cooperation and 
Develompent (OECD) tahun 2015, kemampuan membaca masyarakat Indonesia masih berada di 
ranking 62 dari 72 negara dan penelitian UNESCO 2016 dengan tajuk World's Most Literate Nations 
2016 hasil Central Connecticut State University (CCSU), Indonesia berada di ranking 60 dari 61 
negara atau hanya satu tingkat di atas Botswana. CCSU merilis peringkat literasi negara-negara 
dunia pada Maret 2016 berdasarkan lima indikator kesehatan literasi negara, yakni perpustakaan, 
surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Padahal infrastruktur Indonesia berada 
diurutan ke 34, masih lebih unggul dari Jerman, Portugal, Selandia Baru, dan Korea Selatan 
(Kompas.com, 2016). 
Faktor rendahnya minat dan budaya baca dan buku adalah persoalan klasik, yakni akses, 
harga, dan mutu buku. Hingga sekarang jumlah maupun mutu buku masih menjadi masalah yang 
belum teratasi. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa UNESCO menetapkan parameter 
menyangkut jumlah buku yang diterbitkan per satu juta orang penduduk suatu negara 
dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk. Angka rata-rata judul buku baru per satu juta 
orang adalah 55 judul untuk negara berkembang dan 513 judul untuk negara maju (Damian, 
2005:163). Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai kurang-lebih 
270 juta jiwa, seharusnya telah tersedia buku baru sebanyak 14,850. Dengan jumlah buku baru ini, 
parameter UNESCO baru dapat dicapai. Data terbaru dari IKAPI tahun 2015 judul buku baru yang 
terbit baru mencapai 30.000 judul. Artinya, di Indonesia hanya ada 111 judul buku baru untuk 
setiap satu juta penduduk (IKAPI, 2015).  
Hasil penelitian Kemdikbud (Kompas, 23-06-2019) dari Indeks Aktivitas Literasi Membaca 
(Alibaca) penyebab rendahnya minat dan kebiasaan membaca itu antara lain kurangnya akses, 
terutama untuk di daerah terpencil. Ada empat dimensi indeks literasi yang menjadi pokok bahasan 
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dalam indeks tersebut, yakni dimensi kecakapan, akses, alternatif, dan budaya. Dari keempat 
dimensi indeks literasi dimensi kecakapan bisa dilihat dari indikator bebas buta aksara dan rata-
rata lama sekolah; dimensi akses terdiri atas perpustakaan daerah, perpustakaan umum, 
perpustakaan komunitas, dan perpustakaan sekolah; dimensi alternatif antara lain penggunaan 
internet, membaca daring, dan media online; dimensi budaya antara lain meminjam buku di 
perpustakaan, memanfaatkan taman bacaan, serta membaca koran dan buku. Dari keempatnya, 
hasil survei untuk dimensi akses adalah yang paling rendah, yaitu 23,09 persen, dimensi kecakapan 
75,92 persen, dimensi alternatif 40,49 persen, dan dimensi budaya 28,50 persen. Artinya, ada 
korelasi antara akses dengan kebiasaan. Dengan adanya akses, kemauan membaca akan tumbuh. 
Walau demikian sesungguhnya menurut lansiran para pegiat literasi minat baca cukup tinggi, tetapi 
potensi ini belum mewujud menjadi perilaku, kebiasaan, dan budaya.  
Produksi buku kita belum seperti yang diharapkan meskipun telah lahir jutaan sarjana dalam 
berbagai bidang. Kualitas dan kuantitas buku kita masih menduduki ranking bawah bila 
dibandingkan dengan produksi buku-buku di ASEAN, apalagi bila dibandingkan dengan negara-
negara maju. Jika pun minat baca dan budaya buku rendah, bisa jadi penyebabnya adalah mutu buku 
yang juga rendah. 
Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik pada tahun 1994 telah ada yang mampu 
mengekspor buku ratusan juta US dolar dalam satu tahun (UNESCO, 1996; Damian, 2005). 
Singapura dan Jepang, mampu mengekspor buku masing-masing sebesar 310,3 juta US dolar dan 
200,4 juta US dolar; China sebesar 56,5 juta US dolar; Korea Selatan sebesar 36,3 juta US dolar; 
Malaysia sebesar 30,2 juta US dolar; dan Thailand sebesar 8,0 juta US dolar; sementara Indonesia 
hanya 0,9 juta US dolar (di atas Filipina sebesar 0,7 juta US dolar, Sri Langka sebesar 0,3 juta US 
dolar, dan Fiji sebesar 0,1 juta US dolar).  
Keadaan potensi ekonomi dari industri perbukuan yang demikian besar di kalangan negara-
negara industri kawasan Asia Pasifik belum dinikmati oleh industri perbukuan di Indonesia. 
Meningkatnya hasil produksi buku teks dan buku-buku teknik, sains, dan profesional menjelaskan 
juga bahwa ada peningkatan jam kerja per minggu karyawan di percetakan dan penerbitan. 
Dahulu, konon penulisan buku seolah-olah merupakan monopoli kelompok tertentu 
terutama kalangan ningrat, pencipta tembang, para pujangga, dan penulis kisah. Di era Orde Lama 
dan Orde Baru, orang juga berpikir sekian kali kalau ingin menulis buku. Lain halnya dengan era 
informasi ini. Penulisan buku kini terbuka kepada siapapun asal disertai tanggung jawab moral dan 
tanggung jawab keilmuan (Lasa, 2006). 
Menurut (Lasa, 2006) beberapa faktor penyebab rendahnya penulisan buku adalah sebagai 
berikut. Pertama, rendahnya minat baca masyarakat tampaknya berimbas pada rendahnya 
penulisan dalam masyarakat maupun para intelektual. Kalau para intelektualnya saja malas 
menulis, apalagi masyarakat umum. Kedua, menulis dianggap sebagai beban. Salah satu beban dan 
kendala studi terutama di perguruan tinggi adalah penulisan tugas akademik. Entah itu namanya 
paper, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, maupun pidato pengukuhan guru besar. Bahkan, betapa 
banyak calon sarjana gagal studinya gara-gara tidak mampu menyelesaikan tugas akhir mereka, 
yakni skripsi, tesis, atau disertasi. Ketiga, rendahnya kesadaran transfer ilmu pengetahuan atau 
pengalaman melalui tulisan (artikel & buku). Pola pikir jangka pendek dan pragmatis ini sangat 
disayangkan. Sebab seorang berpendidikan seharusnya mampu berpikir panjang dan menyadari 
bahwa menulis itu merupakan kewajiban moral. Satu faktor lain adalah budaya lisan dan dengar 
hingga hari ini masih menjadi budaya yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Acara-
cara bindang-bincang di televisi, ceramah, dan lain-lain masih menggejala, bahkan gosip dan kasak-
kusuk sangat viral di media sosial. Dalam sejarah Indonesia, budaya baca-tulis pada Zaman Kolonial 
di Indonesia hanya dimiliki oleh “kaum literati” yang tinggal di lingkungan istana. Jadi, budaya ini 
pun dianggap sebagai budaya elit (Kompas.com, 2016). 
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Penyebab dari mutu buku yang rendah ini disebabkan oleh belum layaknya penghargaan 
terhadap penulis, baik dari segi ekonomi maupun pengakuan sosial. Sebagai contoh pengarang di 
Malaysia dan di Jepang mendapatkan penghargaan, baik secara ekonomi maupun secara sosial 
(Shigeo Minowa via Kleden, 1999:18). Kenyataan ini meningkatkan kegairahan pengarang Malaysia 
dan Jepang untuk menulis buku karena, selain alasan ekonomi, juga alasan untuk mendapatkan 
pengakuan, kehormatan, penciptaan status sosial. Di samping itu, masih belum memadainya 
jaminan perlindungan hak cipta dengan masih belum teratasinya pembajakan serta persoalan 
rendahnya minat baca dan minat buku.  
Fenomena yang sama juga masih terjadi di dalam penulisan buku bacaan anak. Contohnya 
adalah dialokasikannya dana yang cukup besar untuk buku-buku Inpres telah mendorong penulisan 
dan penerbitan buku lebih banyak. Namun demikian, masih ditemukan kesan bahwa buku-buku 
yang ditulis terburu-buru, karena hanya untuk mengejar dana Inpres (Kleden, 1999:19). Hasil 
survei Cohen (1989:16) di Sumatra dan Kalimantan Barat terhadap buku terbitan swasta yang 
ditelaah secara teliti tampak bahwa buku-buku itu sangat mirip satu sama lain. Di samping itu, 
materi buku yang digunakan di kedua daerah tersebut disusun dari bahan yang tercantum dalam 
kurikulum tanpa pengolahan yang berarti sehingga siswa dan guru dapat diyakinkan bahwa seluruh 
topik kurikulum tercakup di dalamnya. Akibatnya, kualitas isi buku itu diragukan. Namun, buku 
demikianlah yang diharapkan oleh pemakai. Penyebabnya adalah masih kuatnya anggapan bahwa 
belajar sebagai sarana untuk sekadar lulus ujian – suatu anggapan yang masih mewabah di 
Indonesia. Sementara itu, berdasarkan pengalaman penilaian yang dilakukan Pusat Perbukuan 
Depdiknas (Pusat Perbukuan, 2004, 2005) terhadap kualitas buku teks pelajaran terbitan swasta, 
ditemukan bahwa rata-rata hanya 50% buku teks pelajaran yang memenuhi syarat untuk 
digunakan di sekolah. Selebihnya, buku-buku itu tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak 
lulus (Pusat Perbukuan, 2005).  
Tingkat kepemilikan buku untuk tingkat SD di Indonesia belum mencapai rasio yang ideal, 
yakni 1:1. Rasio ketersediaan buku paket 1:1 baru di dicapai pada tingkat SMP dengan rasio dan 
rentangan 1:0,91-1, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi. 
Menurut laporan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 2015 jumlah penerbit 1328 buah, dengan 
504 di DKI (38%), 687 Jawa non-DKI (52%), dan 137 luar Jawa (10%) (IKAPI, 2015). Distribusi 
penerbit masih terpusat di Pulau Jawa. Jumlah toko buku masih sedikit dengan distribusi tidak 
merata. Jumlah yang tidak memadai berdampak kepada akses perolehan buku yang tidak merata. 
Bahasa, sastra, literasi, dan pengajarannya adalah mata rantai media yang salah satunya 
bertugas mendinamisasikan perbukuan nasional. Artinya, kondisi indeks minat baca, kinerja 
membaca, budaya buku, dan industri buku nasional yang masih rendah memberi peluang strategis 
bagi para pelaku, praktisi, sastrawan untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia menuju 
budaya baru dengan pengetahuan yang sangat memadai. 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dan tema yang disodorkan panitia Konferensi 
Nasional V Bahasa dan Sastra Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS, fokus 
artikel ini diarahkan pada bagaimana mendorong para pakar, praktisi, sastrawan, pegiat literasi, 
dan pembelajar bahasa dan sastra pengajarannya dalam mendinamisasikan perbukuan nasional. 
 
Peran dan Kebijakan Buku 
Di dalam konteks pendidikan, buku menjadi daya dukung bagi pencapaian cita-cita mulia 
bangsa ini. Berbagai upaya untuk mengelola buku sudah dilakukan (khususnya buku Pendidikan). 
Misalnya, Pemerintah telah mencetak dan mengedarkan secara cuma-cuma 550 juta buku (teks) 
pelajaran dan buku bacaan sekolah (1969-1988). Dicetak 250 juta buku (teks) pelajaran siswa dan 
buku pegangan guru SD dan SMP (1996/1997 s.d.1999/2000). Tahun 1996/1997, buku pokok yang 
akan digunakan di sekolah dipilih dari buku-buku terbaik terbitan swasta. Ukuran terbaik 
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didasarkan atas hasil penilaian Panitia Nasional Penilai Buku Teks yang dikoordinasi oleh Pusat 
Perbukuan dan diketuai oleh Dirjen Dikdasmen. Rinciannya adalah 157,7 juta buku (teks) pelajaran 
SD; 85,1 juta buku (teks) pelajaran SMP; 6,3 juta buku pegangan guru SD; dan 980 ribu buku 
pegangan guru SMP. Standarisasi buku teks pelajaran melalui proses penilaian atas buku-buku 
terbitan swasta(2003-2005) oleh Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) yang juga 
diketuai oleh Dirjen Dikdasmen dengan koordinator Pusat Perbukuan Depdiknas dan kemudian 
didirikannya BSNP pada tahun 2005. Tahun 2008 diluncurkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) 
sebagai bagian dari program pengalihan hak cipta buku teks pelajaran. Tahun 2013 diluncurkan 
buku Kurikulum 2013: buku wajib dan buku peminatan. Tahun 2012 sampai dengan sekarang 
diadakan penilaian buku nonteks pelajaran.  
Buku pendidikan memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan jenis buku lainnya. 
Seringkali para penulis mendapatkan kesulitan untuk mengembangkan kekhasan ini. Akibatnya, 
buku pendidikan hanya berbentuk mozaik yang belum terolah dalam menu yang matang. Di 
samping tidak mendapatkan hal prinsip dari hasil belajar, siswa pun sering dihadapkan pada 
konsep yang salah. Oleh karena itu, perlindungan siswa atas buku pendidikan mutlak diperlukan. 
Perlindungan itu sesungguhnya sudah diapresiasi melalui berbagai peraturan. Misalnya, 
pemerintah tidak lagi memonopoli penerbitan buku pelajaran. Sebagai konsekuensinya, buku 
pelajaran diterbitkan oleh swasta. Lahirnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 013/U/1989 tentang Penerbitan Buku Teks Utama oleh Penerbit Swasta 
sebagai salah satu contohnya. Di dalam keputusan itu dijelaskan bahwa buku yang diterbitkan oleh 
penerbit swasta nasional yang akan ditetapkan sebagai buku teks utama untuk bidang studi/mata 
pelajaran tertentu yang buku teks utamanya tidak diterbitkan oleh pemerintah, harus melalui 
penilaian dan pemilihan. Peraturan ini sebenarnya sudah dibuat pada tahun 1979 melalui 
Keputusan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 042/C/I/Kep/79 tentang Prosedur dan Mekanisme Penilaian Buku Sekolah untuk Sekolah 
Dasar dan Sekolah Lanjutan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Seperti dijelaskan pada Pasal 2 (1) dan (2) bahwa semua buku sekolah yang akan dipergunakan di 
sekolah dasar dan lanjutan di seluruh Indonesia harus mendapatkan pengesahan dari Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk 
mendapatkan pengesahan, semua buku sekolah harus melalui proses penilaian. Untuk menjaga 
objektivitas penilaian, dibentuk tim penilai dari direktorat, ahli, dan unsur lainnya (Pasal 4 ayat 1). 
Pada tahun 1992, pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0425/U/1992 tentang Pedoman Penyusunan Buku 
Pelajaran. Pada tahun 1989 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
mengeluarkan Keputusan Nomor 197/P/1998 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Perumus 
Kebijakan Perbukuan di Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Inti kedua 
keputusan tersebut sama dengan keputusan sebelumnya yang mengarah kepada buku-buku 
pelajaran yang akan diterbitkan harus bermutu, baik dilihat dari segi materi, pengolahan, maupun 
kepentingan nasional. Pada tahun 2017, lahir UU No. 3 Tahun 2017 tentang  Sistem Perbukuan. 
Terkait dengan kebijakan terbaru dalam regulasi sistem perbukuan, dapat dijelaskan bahwa 
bentuk buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik (Pasal 5), jenis buku terdiri atas buku 
pendidikan dan buku umum (Pasal 6), buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam 
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan 
vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus (Pasal 6), buku pendidikan terdiri atas buku 
teks (utama dan pendamping) dan buku nonteks, buku umum merupakan jenis buku di luar buku 
pendidikan (Pasal 6). 
Buku, selain merupakan sarana ampuh untuk melestarikan hasil budaya dan pembudayaan, 
juga merupakan wahana informasi ilmu pengetahuan yang sangat berdaya guna. Oleh karena itu, 
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buku senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pendidikan, penerangan, penelitian, pengembangan 
ilmu dan teknologi, dan seni, serta peningkatan kebudayaan bangsa.  
Salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dirumuskan secara spesifik melalui 
Pasal 28F UUD 1945, yakni ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memper-
oleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia.” Di dalam Pasal 31 (5) dijelaskan pula bahwa ”Pemerintah memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Rumusan ini menegaskan bahwa 
buku harus dikembangkan secara terus-menerus dalam jumlah dan mutu yang memadai, tersebar 
di kalangan masyarakat sampai ke desa-desa, dan terbeli oleh masyarakat.  
Implikasi yang dapat dirumuskan agar masalah tata kelola buku dapat berangsur-angsur 
dipecahkan adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukannya dorongan bagi para penulis, pengarang, 
penerjemah, penyadur, perancang buku, pengusaha industri perbukuan, pengusaha toko buku, 
masyarakat pengguna buku, dan sebagainya untuk mengembangkan buku pendidikan sebanyak-
banyaknya dan sebagus-bagusnya. Kedua, didirikannya penerbitan yang kuat dengan tenaga 
penyunting, perancang buku (ilustrator, penata letak, dan fotografer) yang kompeten dan kreatif. 
Ketiga, dikembangkannya sistem distribusi yang cepat melalui toko buku konvensional atau toko 
buku internet, serta menumbuhkan minat baca-tulis, daya beli, dan perpustakaan. Persoalan 
demikian sudah diwadahi melalui UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Saat ini yang 
diperlukan adalah implementasinya. 
 
Profil Pembaca: Siswa dan Mahasiswa 
Secara empiris, hasil penelitian (Suryaman, 2012) mengenai kemampuan membaca siswa 
Indonesia di dunia internasional dapat dipaparkan sebagai berikut. Hasil tes yang dilakukan oleh 
PIRLS tahun 2011 untuk mengukur hasil membaca teks sastra hampir pada semua butir belum 
dapat dijawab dengan sempurna oleh siswa Indonesia. Substansi yang diteskan terkait dengan 
kemampuan siswa menjawab beragam proses pemahaman, pengulangan, pengintegrasian, dan 
penilaian atas teks yang dibaca.  
Dalam penelitian lain yang dilakukan Suryaman, dkk. (2015) mengenai pengalaman membaca 
sastra mahasiswa ditemukan beberapa hal berikut. Pertama, dari 4 kelas yang diteliti dengan 
jumlah mahasiswa semester 2, rata-rata pernah membaca sastra selama di sekolah hanya tujuh 
judul karya sastra (puisi, cerpen, novel, dan drama). Kedua, variasi pengalaman membaca sangat 
beragam mulai dari terendah 0 sampai dengan 17 judul. Ketiga, mahasiswa yang 0 membaca karya 
sastra karena tidak ada kesempatan membaca selama sekolah, sedangkan yang tertinggi karena di 
sekolah tersedia buku dan tugas membaca menjadi prioritas.  
Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pengalaman membaca siswa dan mahasiswa 
masih harus terus ditingkatkan.  Padahal, seharusnya, para mahasiswa sebelum menjadi mahasiswa 
minimal sudah membaca 10 buku di SMP dan 15 buku di SMA. Artinya, saat masuk ke perguruan 
tinggi, para mahasiswa sudah berpengalaman minimal membaca 25 buku sastra. Kenyataan ini 
tentulah harus menjadi bahan renungan kita untuk mulai mengubah paradigma pembelajaran 
bahasa, sastra, dan literasi dari pembelajaran untuk ujian nasional ke pengalaman membaca agar 
masyarakat literat akan tercipta dengan baik. 
 
Buku dan Budaya Baca 
Menurut Mochtar Lubis (Lubis, 1999:vii) buku merupakan senjata yang kukuh dan berdaya 
hebat untuk melakukan serangan maupun pertahanan terhadap perubahan sosial, termasuk 
perubahan dalam nilai-nilai manusia dan kemasyarakatan. Inilah pergulatan yang harus dilakukan, 
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yakni pergulatan untuk menegakkan nilai-nilai. Nilai-nilai ini haruslah tumbuh dalam diri anggota-
anggota masyarakat kita. Bagaimana manusia merdeka itu seharusnya memikirkan nasib manusia 
lain seperti dia memikirkan nasib sendiri dan hak-hak kemanusiaan dirinya. Ia meyakini bahwa 
buku dapat menjalankan peran mahapenting ini. 
Bagaimana agar peran itu dapat dijalankan? Menurut Suryaman (2007), ada suatu 
persyaratan yang harus diikuti, yakni tumbuhnya budaya baca-tulis masyarakat. Budaya baca-tulis 
akan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat membaca, masyarakat belajar, dan masyarakat 
berpengetahuan. Masyarakat demikian akan selalu melakukan perubahan ke arah peningkatan 
kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan spiritual keagamaan. Pada saat seperti inilah buku amat 
diperlukan. Artinya, perubahan akan terjadi jika masyarakatnya cerdas. Dengan demikian, buku 
berfungsi sebagai sumber pencerdasan. 
Selain menjadi sumber pencerdasan, menurut Suryaman (2007) lebih lanjut, buku juga 
merupakan sumber pengetahuan dan hiburan. Pengetahuan dan hiburan ini sangat dibutuhkan oleh 
manusia dari berbagai kalangan tanpa batasan usia dan tingkatan sosial. Kebutuhan manusia akan 
pengetahuan dan hiburan terus berkembang setiap saat. Dengan demikian, kebutuhan buku pun 
selalu berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan hiburan tersebut.  
Hal itu memungkinkan dipandang dari segi budaya bahwa buku dapat memiliki tiga fungsi 
yang saling berkaitan tetapi tetap berbeda (Kleden, 1999:22-47). Pertama, buku dapat dipandang 
sebagai produk budaya (cultural product), yakni sebuah benda yang menjadi perwujudan fisik dari 
pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia. Buku dapatlah dibandingkan dengan meja, kursi, 
mobil, sepatu, atau benda-benda lainnya. Kedua, buku dapat dilihat juga dipandang sebagai bagian 
dari suatu tingkah laku budaya (cultural behavior), baik dipandang dari sudut pembaca maupun 
penulis. Artinya, seorang pembaca akan terbiasa mencari informasi, menambah pengetahuan, 
melakukan pengecekan pengetahuannya, atau mencari hiburan dan kesenangan dengan membaca 
buku-buku dan kemudian mengikatnya ke dalam wujud lambang-lambang verbal. Ketiga, buku 
tidak hanya dipandang sebagai produk budaya atau tingkah laku budaya, tetapi juga proses 
memproduksi budaya (cultural production). Prosesnya mencakup penciptaan bahasan (material 
production) dan penciptaan lambang (symbolic production). Perwujudan dari proses ini adalah 
menulis, terutama menulis buku. Menulis buku adalah membekukan dan membakukan pikiran dan 
perasaan secara fisik dalam aksara. 
Telah disepakati hampir oleh semua bangsa yang berperadaban maju bahwa membaca 
menjadi fondasi bagi bangkitnya peradaban bangsa itu. Kaum muda Indonesia pun sudah 
membuktikannya. Kaum muda Indonesia generasi siswa MULO-AMS yang bercelana pendek di 
tahun 20-an, 30-an, dan 40-an yang bernama antara lain Soekarno, Hatta, Agus Salim, Muhammad 
Natsir, Sjahrir, Djuanda, Wilopo, Kasimo, Yamin, Prawoto Mangkusasmito, Ruslan Abdulgani, 
Sjafruddin Prawiranegara, Tan Malaka, Rosihan Anwar memulai perjuangannya melalui membaca. 
Mereka mulai banyak membaca di MULO-AMS dan mayoritas dari mereka kelak kemudian 
berkemampuan tinggi menuliskan pikiran mereka, sebagai panen buah latihan mengarang di 
sekolah dahulu. Buku dan esei, seperti anak sungai, terbit dan mengalir dari tangan mereka. 
Sebagai bagian dari suatu tingkah laku budaya (cultural behavior), baik dipandang dari sudut 
pembaca maupun penulis, seorang pembaca akan terbiasa mencari informasi, menambah 
pengetahuan, melakukan pengecekan pengetahuannya, atau mencari hiburan dan kesenangan 
dengan membaca buku-buku. Misalnya, para murid akan membaca buku teks pelajaran, referensi, 
buku pengayaan untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya serta membaca novel, majalah, surat 
kabar, puisi, dan sebagainya untuk mendapatkan hiburan dan pencerahan. Seorang profesor akan 
membaca buku-buku baru, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional untuk melakukan 
penelitian-penelitian bagi pengembangan keilmuan dan untuk bahan diskusi dengan para 
mahasiswanya, pun akan membaca novel, majalah, surat kabar, puisi, dan sebagainya untuk 
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mendapatkan hiburan dan pencerahan. Para artis akan membaca buku-buku untuk pengembangan 
kerartisannya dan akan membaca novel, majalah, surat kabar, puisi, dan sebagainya untuk 
mendapatkan hiburan dan pencerahan. Para murid, profesor, dan artis pun akan membuat catatan-
catatan harian tentang kesan-kesan dan pengalaman belajarnya, pengalaman keilmuannya, dan 
pengalaman keartisannya serta terhadap hasil kesenangan dan pencerahan dari membaca novel, 
puisi, majalah, dan surat kabar. Dampaknya adalah munculnya kebiasaan dan kebutuhan untuk 
membaca. 
Sebagai sebuah kebiasaan, membaca mempersyaratkan kesanggupan teknis untuk memakai 
bahasa tulisan dengan baik serta kesanggupan budaya untuk menyendiri pada saat-saat tertentu 
dalam suatu kebebasan pribadi yang tidak terganggu, tempat orang yang hanya berhadapan dengan 
dirinya sendiri. Anggota suatu keluarga dapat mendengarkan radio atau menonton televisi 
bersama-sama, tetapi sulit bagi mereka untuk membaca sebuah novel atau esei bersama-sama. 
Kebiasaan membaca mengandaikan semacam ”individualisme kebudayaan”. 
 
Membaca Buku di Era Digital 
Harga buku yang relatif mahal menjadi alasan bagi rendahnya minat baca dan minat buku, 
faktor ini tidak terlepas pula dari sikap masyarakat yang belum menjadikan buku sebagai 
kebutuhan pokok. Hasil riset yang dilakukan oleh National Opinion Poll World (NOP World) 
perusahaan riset pasar yang berbasis di Inggris, menunjukkan India menempati urutan teratas 
dalam hal menggunakan waktu untuk membaca dengan rata-rata waktu 10,7 jam orang India 
membaca per minggu. Angka ini lebih tinggi 4,2 jam dibandingkan dengan rata-rata angka global. 
Pembelajaran bahasa dan sastra serta pengembangan literasi sesungguhnya menjadi bagian 
terpenting bagi peningkatan dan penguatan minat dan budaya buku di era digital. Telah disepakati 
hampir oleh semua bangsa yang berperadaban maju bahwa membaca menjadi fondasi bagi 
bangkitnya peradaban bangsa itu. Menurut Barbara Tuchman (Kaplan dan Robinowitz, 2001) 
bahwa buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku sejarah diam, sastra bungkam, sains 
lumpuh, pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia, mercusuar seperti kata 
seorang penyair yang dipancangkan di samudera waktu. 
Kompetensi literasi adalah kemampuan menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dalam 
dunia nyata dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Dalam konteks pendidikan bahasa 
di Indonesia, konsep literasi dapat dikaitkan kompetensi komunikatif. Menurut Holmes (2004) 
“Literacy by its nature is about what we do with certain types of text. It is about the purpose and the 
variety of these texts and the activities to which they give rise.” Berbekal kompetensi literasi tertentu, 
orang dapat berpartisipasi dalam “komunitas yang menggunakan literasi secara komunikatif” 
(August dan Hakuta, 1997: 54). 
Pada dasarnya, tingkat literasi paling dasar adalah tingkat performative yang dijelaskan, yakni 
tingkat literasi yang digambarkan sebagai kemampuan berbahasa atau mengendalikan komunikasi 
di antara orang-orang yang dikenal, dalam konteks tatap muka, dan jika komunikasi dilakukan 
secara tertulis maka ragam tulisannya bukan ragam tulis dan lebih menyerupai ragam bahasa lisan 
yang ditulis. Dalam istilah para ahli literasi yang telah dikutip di atas, kemampuan ini termasuk 
kategori kemampuan menggunakan wacana primer. 
Tingkat literasi fungsional tampak pada kemampuan melaksanakan komunikasi, di mana 
seseorang dapat membuktikan diri sebagai anggota masyarakat yang mampu memenuhi tuntutan 
hidup sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang bersangkutan. Tingkat berikutnya yang lebih 
tinggi adalah tingkat informational. Pada tingkat ini fokusnya adalah pada peran yang dimainkan 
oleh literasi dalam komunikasi ilmu pengetahuan, terutama yang berbasis disiplin tertentu. 
Kemampuan seperti ini diperlukan bagi orang yang belajar bahasa untuk tujuan belajar atau 
mempelajari ilmu pengetahuan seperti yang terjadi di sekolah-sekolah dengan harapan siswa dapat 
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melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi seperti universitas. Tingkat keempat tingkat 
epistemic adalah tingkatan seseorang mampu menggunakan bahasa untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan (termasuk aspek estetika bahasa sebagai seni sastra.  
Berdasarkan pembagian tingkatan literasi ini dapat ditentukan tingkat literasi yang menjadi 
target tertinggi pembelajaran bahasa sampai siswa menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. 
Oleh karena bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan 
sehari-hari umumnya siswa di seluruh Indonesia, serta mengingat bahwa bahasa tersebut 
merupakan bahasa pengantar utama di semua bidang kehidupan, maka dapat ditetapkan bahwa 
baik mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah seharusnya diarahkan sampai pada 
penguasaan tingkat literasi tertinggi, yaitu tingkat epistemik.  
Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa pada tahun 2016 dengan sekitar 
86,3 juta jiwa adalah pengguna dari Pulau Jawa (Tribunnews.com, 2017). Kondisi demikian sangat 
berpengaruh terhadap budaya baca masyarakat Indonesia. Artinya, sulitnya menanamkan budaya 
baca di Indonesia semakin terkendala dengan internet. Masyarakat teralihkan keinginan 
membacanya dari membaca buku menjadi membaca gawai (Puspita dan Irwansyah, 2018: 14). 
Perubahan ini dapat dibaca sebagai sebuah lompatan yang positif bagi generasi milenial, yakni 
bagaimana menjadikan gawai sebagai media membaca buku. Terobosan untuk menerbitkan buku 
dalam bentuk buku elektronik menjadi salah satu solusi yang realistis, di samping perpustakaan 
elektronik dan toko buku elektronik untuk memenuhi kebutuhan membaca di era digital bagi kaum 
muda. Sata IKAPI (2015) menunjukkan bahwa industri buku elektronik sedang mengalami 
pertumbuhan walaupun belum signifikan dari sisi penjualannya, yakni baru mencapai 20% dari 
pasar buku non-buku elektronik. Perpustakaan nasional melakukan terobosan dengan membuat 
iPusnas (Puspita dan Irwansyah, 2018:15) dengan mengusung tagline “Membaca Semakin Mudah”, 
iPusnas menghadirkan buku dalam bentuk e - book sehingga dapat diakses dan dibaca kapan pun 
dan di mana pun. Hadirnya iPusnas diharapkan mampu membuat minat baca Indonesia dapat 
meningkat sehingga akhirnya minat baca ini berubah menjadi sebuah budaya baca yang mengakar 
pada generasi selanjutnya. 
  
Simpulan 
Berdasarkan pararan tersebut dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, menghadapi 
keidupan global dipersyaratkan kompetensi membaca yang tinggi yang ditumpukan pada 
pembelajaran bahasa, sastra, dan literasi. Kedua, pembelajaran bahasa, sastra, dan literasi harus 
memerankan dirinya secara optimal dalam menumbuhkan dan mengembangkan literasi membaca. 
Ketiga, para ahli, praktisi, sastrawan, pegiat literasi, dan masyarakat harus bahu-membahu 
menjadikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sebagai penghela literasi siswa untuk 
mempelajari bidang-bidang lain dan menjadikan buku sebagai sarapan pagi, makan siang, dan 
makan malam serta sejajar dengan keinginan untuk membeli mainan, pakaian, dan sebagainya. 
Keempat, menumbuhkan keinginan pada masyarakat untuk terus mencari informasi, pengetahuan, 
dan hiburan melalui buku. Kelima, mengembangkan pola pendidikan yang efektif agar anak-anak 
terdorong untuk menuliskan informasi, pengetahuan, serta hiburannya ke dalam buku. 
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